
 
 
 
 
 
 

GUBERNUR JAMBI 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 
NOMOR 1 TAHUN  2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 

2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAMBI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAMBI,  

 
Menimbang  : a.  bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya cakupan 

tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan 
daerah, perlu mengoptimalisasikan pelayanan kepada 
masyarakat melalui Perangkat Daerah yang efektif dengan 
tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi 
dan kebutuhan daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Jambi;    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1646); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

 

SALINAN 



 

 
 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494 ); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

  7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 
  



 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI 

 
dan 

 
GUBERNUR JAMBI 

 
MEMUTUSKAN: 

  
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT 
DAERAH PROVINSI JAMBI 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Nomor 8), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 11 dan angka 14 diubah, dan angka 15 

dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal  1 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah daerah Provinsi Jambi; 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom; 

4. Gubernur adalah Gubernur Jambi; 

5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi; 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi; 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi; 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; 

 



 

 
 

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut 
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jambi; 

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris 
DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi; 

11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi; 

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi; 

13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Jambi; 

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu; 

15. dihapus;  

16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi 
Jambi. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d angka 16, angka 17, angka 18, angka 
19, angka 20, angka 21, dan angka 22, serta Pasal 2 ayat (2) angka 5 diubah, 
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan 
sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; 

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; 

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; 

d. Dinas Daerah, terdiri dari: 

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang kesehatan; 

3. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang kehutanan; 

4. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 

5. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian 
dan bidang statistik; 



 

 
 

6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang 
pariwisata; 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan 
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
dan  bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan 
tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 

9. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pertanian sub urusan perkebunan; 

10. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan 
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan 
kawasan permukiman dan bidang pertanahan; 

12. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan 
bidang kearsipan; 

13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang 
perdagangan; 

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 

15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; 

16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang 
transmigrasi; 

17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan 
ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran; 

18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 

19. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang lingkungan hidup; 

  



 

 
 

20. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pangan; 

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal 
dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan 

22. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang perhubungan. 

e. Badan Daerah terdiri dari: 
       

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A  melaksanakan 
fungsi penunjang perencanaan; 

2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang 
kepegawaian; 

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan 
fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; 

4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan 
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A 
melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan 

6. Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penunjang 
untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan 
pembangunan dengan pemerintah pusat. 

3. Ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga BAB III Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut: 

BAB III 

PEMBENTUKAN UPTD 

 
Pasal 5 

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.  

(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. 

 
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di 
bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi.  

(2) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk satuan pendidikan formal. 

  
 
 



 

 
 

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di 
bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit 
organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. 

(2) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian. 

 
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus. 

 
7. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi. 

 
Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal  22 Januari  2021 
 

Pjs. GUBERNUR JAMBI 
 
 

 ttd 
 

H. FACHRORI UMAR 
 

 

Diundangkan di Jambi 

pada tanggal   22 Januari  2021 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, 
 

  ttd 
 

H. SUDIRMAN 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 1 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI  JAMBI NOMOR (1-16/2021) 
 
 
 
 

 
  

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 
 
 
 
M. ALI ZAINI, S.H.,M.H 
Pembina Tk. I 
NIP. 19730729 200012 1 002 



 

 
 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI 

 
I. UMUM 

 
 Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi 
melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jambi. Perubahan tersebut sebagai tindak lanjut dan implementasi dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Salah satu 
substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 adalah Penambahan 
1 (satu) unit kerja eselon III pada Inspektorat Daerah yang diproyeksikan khusus 
menangani pemeriksaan investigatif atau penanganan pengaduan masyarakat, 
sehingga  Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
lebih efektif perannya untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu, APIP juga dituntut untuk 
mampu memberikan nilai manfaat dan menjadi mitra strategis bagi Perangkat 
Daerah. Dengan adanya perubahan data dan peningkatan intensitas indikator 
beban kerja Inspektorat Daerah, perlu dilakukan peningkatan terhadap tipelogi 
Inspektorat Daerah dari tipe B menjadi tipe A. 

Sebagai tindak lanjut dari  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa fungsi pengelolaan barang milik daerah 
pada Sekretariat Daerah dialihkan ke urusan penunjang bidang keuangan. 
Dengan adanya peningkatan APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 
4.813.407.008.965,77 pada Tahun 2019, maka Badan Keuangan Daerah tipe B 
ditingkatkan tipeloginya sekaligus merubah nomenklatur menjadi Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A, sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. 

 Perubahan data dan peningkatan intensitas indikator beban kerja pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi  mengalami peningkatan yang cukup tinggi, 
khususnya pada Bidang Pembinaan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan 
Produktivitas. Oleh karena itu, peningkatan tipelogi Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi dari tipe B menjadi tipe A diharapkan dapat lebih meningkatkan 
profesionalisme kinerja pemerintah daerah serta optimalisasi pelayanan kepada 
masyarakat. 

  



 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 
 Cukup jelas 
Pasal 5 

Cukup jelas 
Pasal 6 
 Cukup jelas 
Pasal 7 

Cukup jelas 
Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 14 

Cukup jelas 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6 
 

 


